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Abstract

Babahan inscriptions are not fully published until now. Historical data which were revealed
from Babahan inscriptions are very limited. This research aims to reconstruct cultural history
and reveal social institutions depicted in Babahan inscriptions in order to add historical data
of ancient Bali. The data were collected through observation, such as physical attributes,
material, amount of plates, amount of lines on every plate, type of letters, and type of languages,
then continued with literature study. Analysis was done through transliteration, editing, and
translation. Interpretation is presented descriptively by placing it in the context of ancient Bali
history. The result of this research is that Babahan inscriptions could be grouped into two groups.
Group one uses ancient Balinese letter and language which was issued by King Ugrasena. Group
two uses ancient Javanese letter and language which was issued by King Walaprabhu. The social
institutions, depicted by Babahan inscriptions, are political and religious institutions. Political
institution is depicted through the mentions of official positions in the government and social
order in society. Religious institution is depicted through the mentions of official positions of
religious leaders, sacred places, the idea of king leadership, and sapatha.

Keywords: epigraphy, babahan inscriptions, ugrasena, walaprabhu, social institution.

Abstrak

Prasasti Babahan merupakan kelompok prasasti yang belum diterbitkan secara utuh. Data
sejarah yang diungkapkan dari Prasasti Babahan masih sangat terbatas hingga saat ini.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi sejarah kebudayaan dan mengungkapkan
gambaran pranata sosial yang ada di dalamnya untuk melengkapi penyusunan sejarah Bali kuno.
Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap unsur fisik, bahan, jumlah
lempeng, jumlah baris tiap lempeng, jenis aksara, dan jenis bahasa, serta studi kepustakaan.
Analisis dilakukan melalui alih aksara, penyuntingan prasasti, dan alih bahasa. Penafsiran
disajikan secara deskriptif dengan menempatkannya di dalam konteks sejarah Bali kuno. Hasil
penelitian ini adalah Prasasti Babahan merupakan prasasti sima yang terdiri dari dua kelompok.
Kelompok I menggunakan aksara dan bahasa Bali kuno yang dikeluarkan oleh Raja Ugrasena,
sedangkan kelompok Il menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno yang dikeluarkan oleh Raja
Walaprabhu. Pranata sosial yang tampak dari Prasasti Babahan adalah pranata politik dan
agama. Pranata politik digambarkan melalui penyebutan nama jabatan di pemerintahan dan
tatanan sosial di masyarakat. Pranata agama digambarkan melalui penyebutan nama jabatan
pemuka agama, tempat suci keagamaan, gagasan kepemimpinan raja, dan sapatha.

Kata kunci: epigrafi, prasasti babahan, ugrasena, walaprabhu, pranata sosial.

PENDAHULUAN Jawa, Sumatra, dan Bali, bahkan hingga Nusa

Sebaran prasasti di Indonesia cukup Tenggara Barat. Prasasti tertua ditemukan di
banyak, di antaranya terdapat di Kalimantan, Kalimantan Timur berupa tiang batu yang
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disebut yilpa, yang berasal dari abad ke-5
Masehi dan dituliskan dalam Bahasa Sanskerta.
Meskipun sumber tertulis tertua ditemukan
di Kalimantan, jumlah tinggalan prasasti
terbanyak hingga saat ini berada di Pulau Jawa
dengan jumlah sebanyak 386 kelompok prasasti
(Nastiti 2009, 381-387). Urutan berikutnya
dalam hal jumlah tinggalan prasasti adalah
Bali dengan jumlah mencapai 251 kelompok
prasasti (Suarbhawa et al. 2013, 2).

Prasasti terbentuk dari kata depan pra
yang berarti di hadapan, di depan, atau ke depan
dan akar kata kerja sams yang berarti memuji.
Kata prasasta merupakan bentuk past passive
participle atau adjektif verbal dari kata prasams
yang berarti terpuji atau termasyhur. Adapun
secara harfiah, kata prasasti dapat diartikan
sebagai dokumen tertulis yang mengandung
kata-kata pujian (Monier-Williams dalam Astra
2009, 113). Prasasti adalah sumber-sumber
sejarah dari masa lampau yang biasanya
ditulis di atas batu dan logam. Prasasti pada
umumnya merupakan putusan resmi yang
dikeluarkan oleh raja atau pejabat tinggi
kerajaan, dirumuskan menurut kaidah-kaidah
tertentu, dan biasanya dikaruniakan dengan
upacara-upacara. Oleh karena itu, sebagai salah
satu sumber tertulis, prasasti memiliki tingkat
keabsahan paling tinggi di antara tinggalan-
tinggalan tertulis masa lalu (Boechari [1977]
2012, 4; Djafar 1991, 177; Bakker 1972,
9-10). Sifat yang resmi dan tingkat keabsahan
yang tinggi tersebut menyebabkan prasasti
menjadi salah satu sumber utama penyusunan
sejarah kuno Indonesia. Prasasti merupakan
objek utama dalam penelitian epigrafi. Secara
luas, epigrafi mempelajari dan menafsirkan
sumber tertulis yang meliputi prasasti, karya
sastra, benda-benda yang mengandung tulisan
yang dipahatkan melalui berbagai jenis media
(misalnya mata uang, senjata, dan alat-alat
perlengkapan), termasuk berita asing berupa
catatan atau laporan perjalanan asing (Tiongkok,
Portugis, dan Arab). Namun secara khusus
dalam ilmu arkeologi, epigrafi merupakan
kajian terhadap jenis, bentuk, gaya aksara,

dan bahasa yang termasuk ke dalam kategori
archaic, yaitu yang sudah tidak digunakan lagi
sebagai alat komunikasi tertulis atau lisan di
kalangan masyarakat sekarang, yang sering
terdapat dalam prasasti (Kartakusuma 2003,
200). Prasasti merupakan salah satu data sejarah
penting dalam rekonstruksi sejarah kebudayaan
Indonesia, terutama untuk masa klasik Hindu-
Buddha. Penelitian epigrafi merupakan usaha
merekonstruksi kehidupan masa lalu yang
mencakup berbagai aspek kehidupan, sekaligus
menjadi bahan bagi penelitian ilmu sosial
lainnya yang pada akhirnya bermuara pada
penulisan historiografi secara utuh (Dwiyanto
1995, 238).

Prasasti Babahan pernah diteliti oleh
Roelof Goris, kemudian diterbitkan dalam
buku Prasasti Bali pada tahun 1954. Namun,
penerbitan hanya dilakukan terhadap satu
lempeng saja dengan nomor inventaris 102.
Terbitan tersebut berupa alih aksara ke aksara
latin dan alih bahasa ke bahasa Belanda, tetapi
belum dilakukan pengulasan terhadapnya
(Goris 1954, 8, 64, 130-131). Dalam buku yang
sama, Goris menyebutkan adanya kelompok
lain dari Prasasti Babahan, yaitu kelompok
prasasti bernomor inventaris 501, tetapi tidak
diketahui jumlah lempeng dan isinya secara
detail karena belum diterbitkan. Goris hanya
menyebutkan nama raja yang mengeluarkan,
yaitu Sri Maharaja Sri Walaprabhu dan
keterangan, bahwa prasasti ini berisi daftar
nama pejabat, tanpa ada perincian apapun
(Goris 1954, 26). Hingga saat ini, belum ada
yang mengulas Prasasti Babahan secara khusus
dan penggunaannya dalam penyusunan sejarah
Bali kuno masih sangat terbatas. Selama ini,
penggunaan data sejarah dari Sr Maharaja Sri
Walaprabhu yang disebutkan dalam Prasasti
Babahan nomor 501 hanya mengacu pada
deskripsi singkat yang disampaikan oleh
Goris. Padahal, prasasti yang dikeluarkan raja
ini jumlahnya sedikit, yaitu baru ditemukan
sebanyak tiga kelompok prasasti saja (lihat
Ardika et al. 2013, 123-124; Astra 1997, 75;
Sumadio 1993, 302-303). Selain Prasasti
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Babahan, dua kelompok prasasti lain yang
diduga dikeluarkan pada masa pemerintahan
Raja Walaprabhu adalah Prasasti Klandis
dan Prasasti Ababi. Prasasti Klandis pernah
diterbitkan dalam Tijdschrift voor Indische
Taal-, Land- en Volkenkunde (TBG) XXX pada
tahun 1885. Terbitannya hanya berupa alih
aksara ke dalam aksara latin saja, tanpa disertai
dengan terjemahan (van der Tuuk dan Brandes
1885, 619-624). Sementara itu, Prasasti Ababi
diterbitkan dalam buku Himpunan Prasasti Bali
Koleksi R. Goris dan Ktut Ginarsa pada tahun
1979, tetapi juga hanya berupa alih aksara ke
aksara latin, tanpa disertai terjemahan (Suhadi
1979, 8-10). Hal ini memperlihatkan bahwa
penerbitan Prasasti Babahan merupakan suatu
upaya penting untuk melengkapi informasi
sejarah Bali kuno, terutama yang terkait
dengan masa pemerintahan Raja Walaprabhu.
Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang
muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana
isi dari Prasasti Babahan dan pranata sosial apa
saja yang terungkap.

Secara umum, ilmu arkeologi memiliki
tiga tujuan, yaitu merekonstruksi sejarah
berdasarkan budaya materi dari manusia
masa lalu, merekonstruksi cara hidup dan
perilaku manusia atau masyarakat pendukung
budaya materi di masa lalu, dan menjelaskan
proses perubahan budaya yang terjadi di
masa lalu (Renfrew dan Bahn 2000, 13-16).
Epigrafi sebagai bagian dari ilmu arkeologi
juga Dberlandaskan tujuan tersebut, yaitu
merekonstruksi sejarah kebudayaan, bahkan
dimungkinkan hingga rekonstruksi cara hidup
dan penjelasan terhadap proses perubahan
budaya melalui prasasti. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi
sejarah  kebudayaan dan  menempatkan
informasi yang terungkap dari prasasti Babahan
untuk ditempatkan dalam historiografi Bali
kuno.

Dalam rangka penyusunan sejarah
kuno Indonesia, prasasti dapat memberikan
gambaran  mengenai  struktur  kerajaan,
birokrasi, kemasyarakatan, perekonomian,
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agama, kepercayaan, dan adat istiadat di dalam
masyarakat Indonesia kuno (Boechari [1977]
2012, 25). Suatu prasasti dapat memberikan
gambaran yang lengkap dari suatu pranata
sosial masyarakat atau hanya sebagian kecil,
tergantung dari kelengkapannya. Terkadang,
temuan prasasti bersifat fragmentaris, sehingga
informasi yang terkandung tidak banyak. Secara
umum, prasasti yang lengkap memiliki unsur-
unsur yang terdiri atas bagian pembukaan,
bagian isi, dan bagian penutup. Bagian
pembukaan biasanya berisi (a) angka tahun
dan unsur penanggalannya, (b) nama atau gelar
raja yang memerintahkan pengeluaran prasasti,
dan (c) nama pejabat yang menerima perintah
raja. Bagian isi biasanya berisi (a) sambandha,
yaitu sebab-sebab dikeluarkannya prasasti, (b)
keputusan raja yang biasanya berisi tentang
keringanan dan/atau pembebasan pajak, (c) hak
dan kewajiban penduduk desa yang menerima
anugerah keputusan tersebut, (d) aturan
pembagian waris, dan (e) batas-batas desa.
Bagian penutup biasanya berisi (a) saksi-saksi
yang terdiri atas pejabat tingkat pusat dan daerah,
(b) para dewa yang diserukan sebagai saksi
turunnya keputusan tersebut, (c) sapatha, yaitu
kutukan bagi mereka yang berani melanggar
ketetapan yang termuat dalam prasasti tersebut
(Wiguna et al. 2004, 28; cf. Astra 2009, 114).
Dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di
Jawa, biasanya pada bagian pembuka terdapat
juga seruan pembukaan berupa seruan selamat
atau seruan hormat untuk dewa. Adapun pada
bagian isi, terkadang terdapat juga uraian suatu
peristiwa pokok sebelum menyebutkan alasan
atau sebab dikeluarkannya prasasti. Kemudian,
pada bagian penutup terdapat juga uraian
tentang upacara yang diselenggarakan pada
saat penetapan (Djafar 1991, 176; cf. Boechari
[1977] 2012, 6-17).

Berdasarkan jenisnya, prasasti masa
klasik Hindu-Buddha dikategorikan ke dalam
lima jenis, yaitu (1) prasasti sima, yaitu prasasti
yang berisi maklumat raja atau bangsawan
untuk menjadikan suatu daerah menjadi
sima atau wilayah perdikan, yaitu wilayah
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yang diubah statusnya dalam hal perpajakan
karena dibebani tugas baru yang terkait
dengan pemeliharaan bangunan keagamaan,
pemeliharaan sarana umum, dan kepentingan
balas jasa kepada seseorang atau sekelompok
orang, (2) prasasti jayapattra atau jayasong,
yaitu prasasti yang berisikan keputusan hukum
yang diberikan kepada pihak yang menang di
pengadilan, (3) prasasti jayacihna, yaitu prasasti
yang menyatakan kemenangan seorang raja
terhadap musuhnya, (4) prasasti suddhapattra,
yaitu prasasti yang berisi pelunasan hutang
atau proses gadai, dan (5) prasasti yang
berisikan mantra-mantra Buddha dan Hindu
yang biasanya dituliskan pada tablet tanah liat
(Soesanti 1997, 175-176; Astra 2009, 114; cf.
Bakker 1972, 13; Boechari [1977] 2012, 6, 24).
Pembahasan mengenai prasasti pada akhirnya
akan menempatkan prasasti di dalam konteks
sejarah Indonesia kuno.

METODE

Prasasti Babahan yang menjadi objek
penelitian ini terdiri dari tiga lempeng. Prasasti
Babahan saat ini berada di Geria Belayu, Desa
Belayu, Kecamatan Marga, Tabanan dengan
keletakan astronomis 8°31'1.09" Lintang
Selatan dan 115°10'11.23" Bujur Timur. Pada
awalnya, Prasasti Babahan tidak ditemukan
dan disimpan di tempat tersebut, tetapi di

Pura Puseh Jambelangu, Desa Adat Bolangan,
Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Tabanan.
Menurut masyarakat penyungsung Pura Puseh
Jambelangu, masih terdapat satu lempeng
prasasti yang disimpan di pura tersebut, tetapi
masih belum bisa diakses pada saat penelitian
ini dilaksanakan (gambar 1).

Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif yang mengungkapkan segala
informasi yang terkandung di dalam Prasasti
Babahan. Secaraumum, kajian terhadap Prasasti
Babahan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu
tahap pengumpulan data, tahap analisis data,
dan tahap penafsiran data. Tahap pengumpulan
data dilakukan melalui pengamatan langsung
dan studi kepustakaan. Pengamatan langsung
dilakukan untuk mengidentifikasi prasasti.
Unsur-unsur yang diidentifikasi meliputi unsur
fisik, bahan, jumlah lempeng, jumlah baris
tiap lempeng, jenis aksara, dan jenis bahasa.
Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan
terhadap berbagai literatur yang berkaitan
dengan penelitian prasasti dan wilayah
Babahan. Tahap analisis data dilakukan
berdasarkan teknik analisis prasasti yang
dimulai dengan melakukan alih aksara dan
penyuntingan prasasti. Penyuntingan prasasti
dalam penelitian ini menggunakan edisi naskah
tunggal. Penentuan teks prasasti sebagai data
memiliki proses yang cenderung tidak sulit

&Pura Puseh Jambelangu

dGeria Belayu

Google earth

Gambar 1. Lokasi Prasasti Babahan saat ini di Geria Belayu dan lokasi awal di Pura Puseh Jambelang.
(Sumber: Diolah dari Gooogle Earth)
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karena sifat prasasti yang sebagian besar
berupa prasasti tunggal dan tidak disalin dalam
jumlah banyak. Hal ini sesuai juga dengan
sifat data prasasti sebagai salah satu sumber
tertulis yang memiliki tingkat keabsahan paling
tinggi di antara tinggalan tertulis masa lalu
lainnya. Penyuntingan berupa penyuntingan
edisi naskah tunggal meliputi edisi diplomatik,
yaitu penyuntingan naskah tanpa mengadakan
perubahan apapun, dan edisi standar, yaitu
penyuntingan naskah dengan melakukan
pembetulan-pembetulan ~ kesalahan  kecil
dan ketidakkonsistenan, serta pengejaannya
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
(Soesanti 1997, 173-178). Penyuntingan
dalam penelitian ini akan menggunakan
edisi diplomatik. Jika terdapat kesalahan
penulisan di dalam prasasti, pengoreksian akan
ditempatkan langsung di dalam teks prasasti
tanpa menghapus atau mengganti penulisan
aslinya. Tahap selanjutnya adalah alih bahasa.
Alih Bahasa merupakan tahap penerjemahan
dari bahasa yang digunakan di dalam prasasti
ke dalam bahasa lain, dalam penelitian ini
adalah bahasa Indonesia. Penerjemahan yang
dilakukan dalam penelitian ini menggunakan
penerjemahan bebas, yaitu penerjemahan yang
disesuaikan dengan konteks alih-bahasanya
untuk memudahkan pemahaman terhadap
isi atau informasi yang disampaikan dalam

—

I Kelompok I Lempeng 1a

Kelompok II Lempeng 4a

L
Kelompok II Lempeng 4b M

prasasti. Penerjemahan dilakukan dengan
menggunakan daftar terjemahan kata yang
disusun Roelof Goris (1954, 203-339), Kamus
Bali Kuno-Indonesia yang disusun Ida Wayan
Oka Granoka et al. (1985), dan Old Javanese-
English DictionaryyangdisusunP.J. Zoetmulder
(1982). Kemudian, tahap penafsiran disajikan
secara deskriptif melalui pemaparan semua
pranata sosial yang terkandung dalam Prasasti
Babahan dan penempatan konteksnya di dalam
sejarah Bali kuno.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Umum Prasasti Babahan

Prasasti Babahan terbuat dari tembaga.
Pada saat pengambilan data, kondisi prasasti
cukup terawat dengan tatahan aksara yang masih
terlihat. Prasasti Babahan yang diteliti terdiri
dari tiga lempeng. Satu lempeng hanya ditatah
pada satu sisi, sedangkan dua lempeng ditatah
pada kedua sisinya. Jumlah baris pada tiap sisi
lempeng adalah sama, yaitu enam baris. Prasasti
Babahan yang menjadi objek penelitian terdiri
dari dua kelompok prasasti. Kelompok I terdiri
dari satu lempeng yang hanya ditatah pada satu
sisi, sedangkan kelompok II terdiri dari dua
lempeng sisanya. Prasasti Babahan kelompok
I menggunakan aksara dan bahasa Bali Kuno,
sedangkan kelompok II menggunakan aksara
dan bahasa Jawa Kuno (gambar 2).

Kelompok I Lempeng 1b

Kelompok IT Lempeng 5a

Kelompok II Lempeng 5b

Gambar 2. Prasasti Babahan kelompok I dan kelompok II.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)
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Alih Aksara Prasasti Babahan

Prasasti Babahan kelompok I hanya
terdiri dari satu lempeng saja dan merupakan
bagian awal (lempeng 1) karena terdapat
seruan pembuka di dalamnya. Dalam penulisan
prasasti, penulisan pada lempeng 1 biasanya
dimulai dari sisi belakang (bagian b), sedangkan
bagian depan (bagian a) dibiarkan kosong.
Prasasti Babahan kelompok I pernah dibaca
dan diterbitkan oleh Goris (1954, 64, 130-
131) dengan nomor inventaris 102 berupa alih
aksara dan alih bahasa saja. Dalam terbitannya,
terdapat beberapa kesalahan pembacaan yang
dilakukan oleh Goris sehingga penelitian ini
memerlukan pembacaan ulang prasasti. Prasasti
Babahan kelompok II diberi nomor inventaris
501 oleh Goris (1954, 26), tetapi tidak ada
alih aksara dan alih bahasanya. Kelompok ini
terdiri dari dua lempeng dan memiliki nomor
yang ditatah pada sisi kiri prasasti, yaitu nomor
4 dan 5. Sisi lempeng yang tidak bernomor
merupakan bagian depan (bagian a), sedangkan
yang bernomor merupakan bagian belakang
(bagian b).

Kelompok I Lempeng 1b

(1) 7/0// saka 839 bulan srawana krsna,
tithi caturthi, rggas pasar wijaya kranta,
tatkalan say ratu sri ugrasena tua lumaku
ka buwunan, saha twa ya nugrahenda tua
da pita- (2) maha di buwunan ida bhiksu
dharmmeswara, meda pitamaha di sonan
bhiksu  dharmmacchaya, me partapanan
dahulun bukit di ptuy, saha twa pisukatany san
ratu sriugrasena, tua pari- (3) mandalan (Goris
membacanya parimandala) partapanan di ptuy,
hangaria denan air talbud, hangana lodan hyan
padmaka, hangana daruhan airana (Goris
membacanya air) daruhan, hangana daninan
da hyan bankyan sidi saha twa syuruh da- (4)
to partapanan di ptuy pasamahyan tirthana
(Goris membacanya tibania), jalananen anak
mandirus, panatawanawiia tua partapanan
di ptun, panuysunyan di catuspatha, anadatu
anak dharmmana, tumaku marhuma, maygrawi
(5) di kasimayan banua len dahulun bukit

hyay wihara sima, Sala silunluy, kaklunan,
panulumbigyan, péndam (seharusnya pendem),
prataya, aluki tkan prapta kalaiia, kimatiia
(Goris membacanya dimatinia) tyarah a- (6) nak,
kithidaria (Goris membacanya kitidaria) labuh
manekayu, kyar tkilap, kasiddhanda pitamaha
suruhén marhantway ya, tani pibénenya, tani
bratyanya anak wanua tani pahenyan ya pirak
panuksma

Kelompok II Lempeng 4a

(1) man mapajari, maraddhanin, tinamin
tan kawuntat sira mpu hulu skar manaran
bisani anarnijali ba lbani paduka sri mahardja,
sri walaprabhu makasopana tanda rakryan
ri pakirakiran i jro maka- (2) behan makadi
para senapati, karuhun mpunku Sewasogata
sambandha ni pananjali sira mpu hulu skar i
paduka sri mahardja, ahyanamintanugraha
titisanamrta hyun tumambrakna rasani prasa-
(3) stinya, anugraha niratita prabhu, tan
subaddha awuk ripta ni pukulun tan wnap
winaca, tekyen mway paduka sri maharaja,
wisnumurti  saksat jagat palaka kuminki
sakaparipirnnakna nikay rat ri (4) naksa nira,
karuhun san hyay sarwwa dharma, matanynyan
dumawuh anugraha pdduka sri maharaja,
i sira mpu hulu skar anambrakna rasani
prasastinya millanugraha niratita prabhu,
atéher wnana ya gawa ya kali (5) anamprasara,
anu hana Imahinalmah salwiranya, anampila
baniuninabanu tan dawuhana danda, dadya
rugakna kamiri, bodhi, warinin, skar kunip,
mende, kamukus, kapulaga, sakwehni kayu
laranan ya- (6) n katnahana kalinya anébi
sawahuma, makadi tirisan tan katampuhana
dosa, mankana yan patahil drwya haji, tan
dawuhana pamli, tan palakwana pirak denin
caksu para caksu, tan sipaten

Kelompok II Lempeng 4b

(1) tan kna paylyye (seharusnya panlye),
tan kna patusuk mway pakirab paptan
sakwehni padrwya hajyanya parawulu wulu,
tkenupahan atehér magehaken rasani prasasti
miila, tamolahi ripta tinambraken, mankana
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rasanya (2) nugraha paduka sri maharaja,
irikay dharmma i ptuy, sapasuk dharmma,
tlasinaksyaken i sanmukha tanda rakryan rig
pakirakiran i jro makabehan makadi para
sendapati, karuhun mpunku sewasogata, si- (3)
ra hana kala samankana, say senapati dinana
pu prakasa, say sendpati waranasi pu tatwa,
say sendapati wrsantén pu mnay, say sendapati
manirinin pu yoga priya, say senapati kuturan
pu antuk, sa- (4) mgat lulwan hudan watu,
samgat manumbul capugal, samgat parijin

samgat manuratandjina i wuntat padartha, (5)
samgat caksu karana kranta siwal, samgat
adhikarana pura haliwat, samgat caksu karana
pura nanuk, samgat pituha clébay, karuhun
mpunku saiwasogata, sirey kasaiwan mpunkwin
kanya (6) danacaryya yati prawara, mpunkwin
banutiga danacaryya suddhawansa, mpunkwin
pasabhan danacaryya praparicita, mpunku
makarun dandcaryya rajagama, samgat juru
wadwa dandcaryya osadha, siren kaso

Kelompok II Lempeng Sa
(1) gatan  mpunkwin  kadhikaran
daniipadhya  (seharusnya  danipadhyaya)

prawacya, mpunkwin nalija danipadhyaya
sarwwarthasiddha, mpunkwin (ba)jrasikara
daniipadhyaya wiriiici, mpunkwin Siryyawasa
daniipadhyaya  buddha  putra,  samgat
manireniren (...) (2) wa(ndami raja)sa //°/
ateher inimbuhan i siksa, ujar haji, umajara i
sakweh nikay wwany madalan asuysuy sahuma
liwati saparimandala nikanay dharmma i ptun,
tka rin kanista madhyamottama, salwirani
kawwananya, kawatékanya i (3) tan hana
ni wehen baryya baryya Ssila molahulah
tan  raparapan  sakwehniy  tuwutuwuhan
kadyanganin sarwwa phala miila phala,
tken wnaywnaynda ya mitik, tan panéherakna
drwya sapaniskara niy rapa mahumah (4)
tan panata sahatép niy baganijin mwany
pahéman, yapwan hana kama tan amurug siksa
senuhutakén paduka sri maharaja, tumulwi
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sikpeénya (seharusnya siksenya) tkap nikanap
dharmma i ptuy, wwatakna (seharusnya
wateknya) mare japura, ya tan kawnay sini-
(5) kep, kenetakna kawwananya, kawatékanya
pdjarakna i lbii ni paduka sri maharaja, tan
wuruy dawuhana dandha sapathanya ya
nikananulah ginawayakeénya, i wruha nikay
wwany kabeh kapwa prayatna, kunay pwa ri
ta- (6) n kawukilwukilanya hlam dlaha nin
dldha, tkap nira sananagata prabhu senapati,
sernayaka wadwa haji, tka ri caksu para caksu,
mataynyan  sinaphalakén  pinanadahaken
sapatha, i bhatara punta hyay, ma

Kelompok II Lempeng S5b

(1) ka pamu (...) tama sinhala béntuk,
bharanya ma 4 tanda haji, pinaka panadahnya
sapatha i bhatara punta hyay rasanika sapatha,
indah ta kita kamun hyay bhatara punta hyan,

hyandgasti, sahasa purbwa  (seharusnya
purwwa) daksina  pascimo- (2) ttara,
madhyordhum  (seharusnya  madhyordham)

adhah, rawi sasi, ksiti jala sawana (seharusnya
pawana) hutasana yajamanakdsa, dharmma,
ahoratri, sandhyadwaya, yaksa, raksasa,
pisaca, pretasura, garuda, gandarwa graha,
kinnara, =~ mahoraga,  watwariloka-  (3)
pala (seharusnya catwarilokapala), yama,
baruna, kuwera, basawa, mway putradewata,
paiicakusika, nandiswara, mahakala,
sadwindyaka, nagardja, durgadewi, caturasra,
ananta surendra, ananta hyay kalamrtyu, gana,
bhiita, kitami- (4) lu masarira umasuki sarba
masarira, kita sakala saksi bhiita, tumonadoh
lawanapar, ri rahiney wni (tan) panakenikiy
samaya sapatha sumpah pamaymay mami ri
kita hyay kabaih yawat ikay wway durd- (5)
cara anya knayya (seharusnya kna ya) nugraha
paduka sri maharaja, irikanay dharma i ptup
sapasuk dharmma brahmana ksatriya wesya
sudra, hadyan pulun (seharusnya hulun)
matuha rarai, laki laki, wadwan, grhasta wiku
nayaka, caksu (6) para caksu, para sandhi
bisa, asinumulahulah anugraha pdaduka sri
mahardja, tka riy dlaha niy dlaha, tasma
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(seharusnya tasmat) tka krta knanya patyanan
ta ya kamun hyay, de yan tat pati ya, tan
panoliha ri wuntat, tat tahalara

Alih Bahasa Prasasti Babahan
Kelompok I Lempeng 1b

(1) Pada tahun Saka 839 bulan srawana
hari keempat menuju bulan mati, pada saat
hari pasaran wijayakranta, ketika itulah
saatnya paduka raja Sri Ugrasena melakukan
perjalanan ke Buwunan, juga itulah saatnya
beliau menghadiahkan orang-orang tua (2) di
Buwunan, yaitu beliau bhiksu yang bernama
Dharmmeswara, keinginan orang di Songan
yang bernama bhiksu Dharmmacchaya, dan
pertapaan yang berada di puncak bukit di
Ptung, dan ditentukan batas-batasnya oleh San
Ratu Sr1 Ugrasena, itulah (3) wilayah pertapaan
di Ptung, batas utaranya Air Talbud, batas
selatannya Hyang Padmaka, batas baratnya
Airana bagian barat, batas timurnya Da Hyang
Bangkyang Sidi juga itulah perintahku terhadap
(4) pertapaan di Ptung dan memanfaatkan
air sucinya, hendaknya orang-orang yang
melakukan perjalanan melewati pertapaan di
Ptungitu, (membayar biayakepada?) orang yang
bertanggung jawab di sekitarnya, jika ada orang-
orang itu, bertempat tinggal di sana, melakukan
pemujaan (purnama atau tilem) (5) di tempat
suci desa lain di wilayah puncak bukit, wihara,
Stma, $ala, silugluy, kaklunan, panulumbigyan,
péndém, prataya, dan aluki, jika pada waktunya
ada orang mati tyarah (bersimbah darah?) (6)
orang yang jatuh dari pohon, disambar petir,
orang-orang di pertapaan itu diizinkan untuk
menyuruh menguburkannya, tidak dikenakan
biaya, tidak diberatkan orang-orang itu, tidak
dikenakan pirak paniuksma (biaya penyucian)

Kelompok II Lempeng 4a

(1) dan diberitahukan lebih awal, yang
diterimanya oleh beliau Mpu Hulu Skar yang
bernama Bisani memberi hormat menghadap
ke hadapan Sri Maharaja Sri Wala Prabhu,
sebagai perantara para pejabat dalam majelis
permusyawaratan paripurna kerajaan, (2) yang

terhormat para senapati, yang terhormat beliau
pendeta Siwa dan Buddha, adapun sebab-
sebab Mpu Hulu Skar menghadap Paduka Sri
Mabharaja, berkeinginan memohon kemurahan
hati beliau untuk mengabulkan keinginannya
untuk mentembagakan isi (3) prasastinya, yang
dihadiahkan oleh raja sebelumnya, tidak kuat
dan rusak lontarnya, tidak bisa dibaca, tekyéen
dan Paduka Sri Maharaja, bagaikan penjelmaan
Dewa Wisnu, pelindung alam semesta yang
peduli kepada kesempurnaan dunia (negara)
(4) yang dipimpin beliau, yang dihormati
Sanghyang Sarwwa Dharma, itulah sebabnya
turun anugerah beliau Paduka Sri Maharaja,
kepada Mpu Hulu Skar, untuk menuliskan
ke dalam tembaga isi prasastinya yang
dianugerahkan oleh raja sebelumnya, adapun
mereka diizinkan untuk membuat parit (kali/
saluran air) (5) mengolah lahan dalam bentuk
apapun dan sebagainya, mengolah segala jenis
air, tidak dikenakan denda, diperbolehkan
menebang pohon kemiri, bodhi, beringin,
kembang kuning, mende (Garcinia atau sejenis
manggis), kemukus, kapulaga, segala jenis
kayu larangan (6) jika menghalangi saluran
airnya atau menaungi sawahnya, seperti pohon
kelapa tidak dianggap salah, demikianlah jika
membayar pajak raja, tidak dikenakan iuran
yang berkenaan dengan pembelian, tidak
diberlakukan iuran (berupa) perak oleh para
pengawas, tidak disalahkan

Kelompok II Lempeng 4b

(1) tidak dikenakan (iuran) paplye, tidak
kena (iuran) patusuk dan pakirab, (iuran)
paptang segala jenis pajak raja, petugas pajak,
dan orang-orang yang diupah, adapun mereka
itu menaati isi prasasti sebelumnya, termasuk
(isi dari) lontar yang akan dituliskan ke dalam
tembaga, demikianlah isi (2) anugerah Paduka
Sri Maharaja, kepada bangunan suci di Ptung
sewilayahnya, telah disaksikan di dalam
majelis permusyawaratan paripurna kerajaan,
para senapati, yang terhormat pendeta Siwa
dan Buddha, (3) beliau yang hadir di sana pada
waktu itu, sang senapati dinana Pu Prakasa,
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sang senapati waranasi Pu Tatwa, sang
senapati wrsanten Pu Mnay, sang sendapati
manirinin  Pu Yoga Priya, sang senapati
kuturan Pu Antuk, (4) samgat lulwan Hudan
Watu, samgat marnumbul Capugal, samgat

Padartha, (5) samgat caksukaranakranta Siwal,
samgat adhikaranapura Haliwat, samgat
caksukaranapura Nanuk, samgat pituha
Cléban, yang terhormat pendeta Siwa dan
Buddha, beliau dari kelompok Siwa, mpurikwiy
kanya (6) danacaryya Yati Prawara, mpunkwin
banutiga dandcaryya Suddhawansa, mpunkwin
pasabhan danacaryya Prapaicita, mpunku
makarun dandcaryya Rajagama, samgat juru
wadwa danacaryya Osadha, beliau dari

Kelompok II Lempeng Sa

(1) kelompok Buddha  mpunkwiy
kadhikaran daniipadhya Prawacya, mpunkwin
naliija daniipadhya Sarwwarthasiddha,
mpunkwin bajrasikara danupadhyaya Wiriiici,
mpunkwiny Suryyawasa daniipadhyaya Buddha
Putra, samgat manireniren (2) wandami Rajasa.
Demikianlah  ditambahkan  peraturannya,
perintah raja, diberitahukan kepada semua
orang yang berjalan melewati seluruh wilayah
dari bangunan suci di Ptung, termasuk yang
nista sampai yang utama, semuanya dari
mereka dan kelompoknya itu (3) hendaknya
tidak  diperbolehkan  melakukan  baryya
baryya sila molahulah (tiap-tiap perbuatan
atau kegiatan yang tidak baik?), tidak boleh
mengambil segala tumbuh-tumbuhan, segala
jenis buah-buahan, dengan semena-mena
memetiknya, tanpa disertai oleh pemiliknya,
segala miliknya diambil (dari) tempat
tinggalnya (4) tidak tersusun segala atapnya di
bagarijin (jenis bangunan suci) dan pahéman
(balai pertemuan), oleh karena ada keinginan
tidak melanggar aturan mengikuti (keinginan)
Paduka Sri Maharaja, kemudian aturannya
(berlaku juga) di bangunan suci di Ptung,
(bagi) kelompoknya itu sampai di (daerah)
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Japura, mereka tidak diizinkan (5) melupakan
kelompoknya, komunitasnya, sampaikanlah
ke hadapan Paduka Sri Maharaja, pastilah
dikenakan hukuman dari kutukan yang
dilakukan dari perbuatannya, yang diketahui
oleh semua orang supaya sangat berhati-hati,
adapun hal ini (6) tidak dipermasalahkan ke
depannya, termasuk (oleh) raja yang berkuasa
saat ini, para senapati, sernayaka, wadwa
haji, termasuk para pengawas, oleh karena itu
diserukanlah kutukan itu kepada Bhatara Punta
Hyay

Kelompok II Lempeng Sb

(1) ka pamu (...) tama sinhala béntuk
banyaknya empat masaka (untuk) pejabat
kerajaan sebagai persembahan kepada Bhatara
Punta Hyayyangisikutukannya, semogaengkau
semua Bhatara Punta Hyay, Hyandagasti, yang
menguasai arah timur, selatan, barat, (2) utara,
alam tengah, atas, bawah, matahari, bulan,
tanah, air, angin, api, Yajamanakasa, dharmma,
siang-malam, fajar-senja, Yaksa, Raksasa,
Pisaca, Pretasura, Garuda, Gandarwa, Graha,
Kinnara, Mahoraga, (3) Catwarilokapala,
Yama, Baruna, Kuwera, Basawa, dan
Putradewata,  Paricakusika,  Nandiswara,
Mahakala, Sadwindyaka, Nagaraja, Durgadewr,
Caturasra, Ananta Surendra, Ananta Hyap
Kalamrtyu, Gana, Bhiita, (4) engkau semua
ikut menjelma pada semua yang berwujud,
engkau menjadi nyata sebagai saksi dalam
wujud bhuta (alam semesta) (dari) yang terlihat,
dekat dan jauh, di saat malam, (bagi mereka)
yang mengingkari janji, perjanjian kutukan dan
sumpah ini hamba ajukan kepadamu, wahai
semua dewa, demikian juga kepada (5) orang
jahat, jika mereka melanggar isi dari anugerah
Paduka Sri Maharaja, di bangunan suci di
Ptung dan wilayah sekitar bangunan suci itu,
baik itu dari kelompok brahmana, ksatriya,
wesya, sudra, majikan, hamba (atau budak),
tua, muda, laki-laki, perempuan, lajang,
pendeta, pemimpin, (6) para pengawas, para
sandhi bisa, jika (mereka) yang melakukan
perbuatan (tersebut terhadap) anugerah Paduka
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Sri Maharaja, sampai di kemudian hari, oleh
karena itu hingga telah dilakukan (perbuatan
tersebut) hendaknya bunuhlah mereka wahai
engkau para dewa, jika mereka tidak mati, tidak
ada yang akan melihat (terasingkanlah) mereka
akhirnya, tidak mungkin tidak sengsara.

Jenis dan Unsur Kelengkapan Prasasti
Kelompok I Prasasti Babahan termasuk ke
dalam jenis prasasti sima yang dianugerahkan
kepada masyarakat di Buwunan, Songan,
dan daerah pertapaan di Ptung. Prasasti ini
merupakan prasasti pendek karena bagian
pembukaan dan bagian isi dijadikan satu serta
terangkum dalam satu sisi lempeng saja. Unsur-
unsur yang terdapat dalam kelompok I Prasasti
Babahan adalah sebagai berikut. (1) Unsur
penanggalan, berupa waktu dikeluarkannya
prasasti oleh raja, yaitu pada tahun 839 Saka
(917 Masehi), bulan srawana, hari keempat
menuju bulan mati atau krsnapaksa, dan pada
hari pasaran wijayakranta. (2) Sambandha
atau alasan dikeluarkannya prasasti, yaitu
hadiah raja kepada orang-orang tua (pitamaha)
di Buwunan, Songan, dan pertapaan di Ptung
berupa pemberian status wilayah pertapaan
di Ptung dan sekitarnya sebagai daerah
perdikan yang diberikan pada saat paduka raja
melakukan perjalanan ke sana. (3) Nama raja
yang mengeluarkan prasasti, yaitu Sar Ratu Sr1
Ugrasena. (4) Nama penerima anugerah prasasti,
yaitu bhiksu yang bernama Dharmmes$wara dan
bhiksu yang bernama Dharmmacchaya. (5)
Batas-batas wilayah pertapaan di Ptung, yaitu
Air Talbud (utara), Hyang Padmaka (selatan),
Airana bagian barat (barat), dan Da Hyang
Bangkyang Sidi (timur). (6) Aturan-aturan
berupa kewajiban bagi orang-orang yang
melakukan kegiatan keagamaan di pertapaan
di Ptung, dan aturan mengenai perlakuan
terhadap orang yang meninggal. Kelompok
I Prasasti Babahan merupakan prasasti yang
tidak lengkap karena bagian penutup yang
biasanya berisi penyebutan saksi-saksi (pejabat
tingkat pusat dan daerah, serta para dewa),
dan seruan sapatha (kutukan) tidak ada. Oleh

karena itu, terdapat kemungkinan bahwa masih
ada lempeng lain yang menjadi kelanjutan dari
kelompok prasasti ini.

Kelompok  II  Prasasti  Babahan
termasuk ke dalam jenis prasasti sima yang
dianugerahkan bagi bangunan suci di Ptung
sebagai daerah perdikan. Prasasti kelompok
IT juga bukan prasasti yang lengkap karena
bagian pembukaannya tidak ada, dan hanya
memiliki bagian isi dan penutup saja. Adapun,
unsur-unsur yang terkandung dalam kelompok
IT Prasasti Babahan adalah sebagai berikut. (1)
Sambandha, yang di dalamnya menyebutkan
juga nama raja yang mengeluarkan prasasti,
yaitu SrT Maharaja Sr1 Walaprabhu, dan nama
penerima anugerah, yaitu Mpu Hulu Skar yang
bernama Bisani. Adapun, alasan dikeluarkannya
prasasti ini adalah pembuatan prasasti baru
yang terbuat dari tembaga untuk menggantikan
prasasti lama yang terbuat dari lontar dan telah
rusak serta sudah tidak dapat dibaca lagi. (2)
Perincian mengenai hak-hak berupa kebebasan
untuk melakukan beberapa jenis kegiatan,
seperti pembuatan parit, hak pengelolaan lahan
dan air, serta pembebasan dari beberapa jenis
iuran. (3) Nama-nama pejabat kerajaan yang
menjadi saksi pada saat penetapan prasasti.
(4) Perincian kewajiban yang harus dipatuhi
masyarakat, seperti larangan untuk melakukan
tindakan atau kegiatan tertentu. (5) Sapatha atau
kutukan berupa seruan kepada para dewa untuk
menghukum setiap orang yang melanggar isi
prasasti tersebut.

Konteks Sejarah Prasasti Babahan
Kelompok I dan II Prasasti Babahan
dikeluarkan oleh dua orang raja yang berbeda,
yaitu Raja Ugrasena dan Raja Walaprabhu.
Kelompok I prasasti ini dikeluarkan oleh
Raja Ugrasena yang memerintah setidaknya
selama 27 tahun, yaitu dari tahun 837 sampai
864 Saka (915 sampai 942 Masehi). Masa
pemerintahan raja ini hampir sezaman dengan
masa pemerintahan Pu Sindok di Jawa
Timur. Prasasti yang ditemukan hingga saat
ini yang dikeluarkan oleh Raja Ugrasena
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berjumlah 9 kelompok prasasti. Selain Prasasti
Babahan kelompok I, kedelapan prasasti yang
dikeluarkan oleh Raja Ugrasena adalah Prasasti
Srokadan (837 Saka), Sembiran Al (844 Saka),
Pengotan Al (846 Saka), Batunya Al (855 Saka),
Dausa Pura Bukit Indrakila AI (857 Saka),
Dausa Pura Bukit Indrakila BI (864 Saka),
Serai Al, dan Gobleg Pura Batur A (Astawa
1995, 52). Dalam pembacaan Goris (1954, 71),
angka tahun dikeluarkannya Prasasti Serai Al
adalah 888 Saka. Terdapat anakronisme dalam
pembacaan angka tahun tersebut karena jika
dikaitkan dengan masa pemerintahan raja-raja
Bali kuno, tahun 888 Saka berada dalam masa
pemerintahan Raja Tabanendra Warmadewa
dan Sr1 Subhadrika Dharmadewi (877 sampai
889 Saka) (Astra 1997, 402). Anakronisme
tersebut kemudian diperbaiki oleh Damais
(1960, 155) dengan memperkirakan bahwa
Prasasti Serai Al kemungkinan dikeluarkan
pada tahun 858 Saka. Sementara itu, Prasasti
Gobleg Pura Batur A tidak menyebutkan angka
tahun dan nama raja yang mengeluarkan, tetapi
terdapat penyebutan yumu pakatahu yang
berarti ‘hendaknya kamu semua mengetahui’.
Gaya penulisan demikian tidak ditemukan
di masa setelah pemerintahan Raja Ugrasena
sehingga prasasti ini diperkirakan berasal dari
masa pemerintahan Raja Ugrasena (Goris 1954,
11).

Kelompok I  Prasasti  Babahan
dikeluarkan oleh Raja Walaprabhu dan tidak
menyebutkan angka tahun. Raja Walaprabhu
memerintah sesudah masa pemerintahan Raja
Anak Wungs$u. Sampai saat ini, prasasti yang
diperkirakan berasal dari masa pemerintahan
Raja Walaprabhu baru ditemukan sebanyak
tiga kelompok prasasti yang kesemuanya tidak
mencantumkan angka tahun. Selain Prasasti
Babahan kelompok II, dua kelompok prasasti
lain yang dikeluarkan oleh raja ini adalah
Prasasti Ababi dan Prasasti Klandis (Suhadi
1979, 8-10; van der Tuuk dan Brandes 1885,
619-624). Goris (1954, 26) pernah memberikan
kemungkinan bahwa nama Walaprabhu dapat
diduga sebagai terjemahan dalam bahasa
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Sanskerta dari Anak Wungsu (wala = anak)
(cf. Sumadio 1993, 303). Damais (1959,
687-688) menyangkal penafsiran  Goris
tersebut karena Anak Wungsu tidak pernah
menggunakan gelar s77 maharaja. Oleh karena
itu, sosok Walaprabhu dan Anak Wungsu
tidak dapat disamakan. Lebih lanjut, Damais
memperkirakan bahwa masa pemerintahan
Raja Walaprabhu berlangsung antara tahun
1001 sampai 1010 Saka (1079 sampai 1088
Masehi). Selain itu, Raja Walaprabhu juga
menjadi raja pertama yang memakai gelar sr7
maharaja, sedangkan raja-raja sebelumnya
umumnya menggunakan gelar sang ratu atau
paduka haji (Sumadio 1993, 303).

Pranata Sosial dalam Prasasti Babahan
Sebagai suatu peradaban, kerajaan-
kerajaan yang berkembang pada masa Bali
kuno memiliki ciri-ciri masyarakat kompleks.
Konsep masyarakat kompleks tersebut dapat
dipahami dengan tiga ciri yang menonjol,
yaitu munculnya keragaman (heterogeneity),
munculnya ketidaksetaraan (inequality), dan
munculnya pranata-pranata yang bersifat
nasional. Pranata yang bersifat nasional ini
mengacu pada unsur-unsur kebudayaan yang
dijadikan pedoman atau sumber orientasi
bagi semua anggota masyarakat dari berbagai
kelompok dan lapisan (Rahardjo 2011, 29-
30). Prasasti dapat digunakan untuk mencari
gambaran pranata sosial masa Bali kuno karena
sifatnya sebagai putusan resmi yang dikeluarkan
oleh raja atau pejabat tinggi kerajaan yang
berlaku umum bagi semua anggota masyarakat.
Dalam pranata sosial, biasanya yang dikenal
sebagai pranata sosial utama (basic social
institutions) adalah pranata politik, agama,
dan ekonomi. Tiap pranata tersebut memiliki
bagian-bagian yang menjalankan fungsi khusus,
tetapi dalam kenyataannya, fungsi-fungsi
tersebut dapat saling terkait dengan pranata
lainnya. Bahkan, terdapat juga kemungkinan
adanya suatu pranata yang dapat menjalankan
beberapa fungsi sekaligus (Rahardjo 2011, 12-
13). Namun dalam Prasasti Babahan, pranata
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sosial yang dapat terungkap jelas hanya terbatas
pada pranata politik dan agama.

Pranata Politik

Secara etimologi, politik berasal dari
bahasa Yunani politikos yang berarti ‘berkaitan
dengan  polis  (negara-kota)’. = Menurut
Aristoteles (dalam Turner 2006, 445), objek
politik adalah keteraturan masyarakat dan
tatanan sosial yang terwujud di dalam polis.
Pelaku politik (politician) berperan dalam
menjalankan fungsi pemerintahan dengan
baik agar mencapai tujuan normatif suatu
masyarakat. Dalam pelaksanaannya, para
pelaku yang terlibat di dalam politik bertugas
dalam membuat dan menerapkan hukum atau
peraturan demi tercapainya masyarakat yang
teratur. Politik berkaitan dengan pemanfaatan
kekuatan sosial masyarakat ke dalam suatu
organisasi yang efektif. Unit organisasi politik
tertinggi dalam suatu masyarakat sangat
bervariasi, mulai dari skala negara-kota (polis)
yang kecil sampai negara atau kerajaan besar
(Turner 2006, 445). Dalam konteks peradaban,
khususnya  peradaban  kuno,  Flannery
(1972, 400) menyatakan bahwa peradaban
(civilization) merujuk pada suatu fenomena
kebudayaan yang kompleks yang cenderung
muncul dalam bentuk organisasi sosial politik
berupa negara atau kerajaan (state). Oleh
karena itu, negara atau kerajaan menjadi unit
organisasi politik tertinggi dalam peradaban
Bali kuno. Sebagai suatu organisasi politik,
kerajaan Bali kuno telah memiliki sistem
birokrasi di dalamnya (Astra 1997, 22). Dalam
menjalankan pemerintahannya, secara umum,
sistem birokrasi pada masa Bali kuno dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu birokrasi
tingkat pusat dan tingkat daerah, dengan
raja sebagai pemegang pucuk pemerintahan.
Menurut Astra (1997, 220-221), birokrasi
tingkat pusat pada masa kerajaan Bali kuno
memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. (1)
Kegiatan birokrasi diselenggarakan di ibukota
kerajaan dengan raja sebagai tokoh penguasa
sentral. (2) Kegiatan birokrasi melibatkan

pejabat-pejabat tinggi yang kewenangannya
berlaku bagi seluruh wilayah kerajaan. Secara
lebih konkret, pejabat-pejabat tersebut adalah
mereka yang hadir dalam sidang kerajaan dan
ikut menyaksikan penganugerahan prasasti.
Sebagai suatu birokrasi, pelaksanaannya
memerlukan lembaga dan pejabat pelaksananya.
Hal demikian terdapat juga dalam birokrasi
tingkat pusat masa Bali kuno yang tercermin
melalui data prasasti.

Prasasti-prasasti yang terbit sejak awal
masa Bali kuno sampai dengan akhir masa
pemerintahan Ugrasena, atau sejak abad ke-9
sampai sekitar pertengahan abad ke-10 Masehi,
tidak memuat nama lembaga pemerintahan
tingkat pusat. Indikasi keberadaan lembaga
pemerintahan tingkat pusat kerajaan Bali
kuno pertama kali ditemukan dalam Prasasti
Sembiran B yang tidak menyebutkan nama raja,
tetapi berangka tahun 873 Saka (951 Masehi)
yang menyebutkan “samohanda senapati di
panglapuan ... (maka)supratibaddha” (Astra
2002, 128; Goris 1954, 73; Damais 1990, 84-
85). Secara etimologis, samohanda terbentuk
dari kata samoha dan akhiran —nda. Astra
(2002, 129) berpendapat bahwa samoha dapat
disamakan dengan samitha yang berasal dari
bahasa Sanskerta. Samiiha dapat diartikan
sebagai ‘kumpulan’, ‘himpunan’, atau ‘sidang’
(Zoetmulder 1982, s.v. “samitha”, “samoha II”’).
Kemudian, panglapuan berasal dari kata dasar
lapu yang berarti ‘lapor’ atau ‘menyatakan’
(Granoka et al. 1985, s.v. “lapu”; Goris 1954,
267), sehingga panglapuan dapat diartikan
sebagai ‘tempat dinyatakannya sesuatu’.
Sementara itu, supratibaddha berasal dari
kata dasar pratibaddha yang berarti ‘terikat’,
‘terpasang’, atau ‘bersatu dengan’ (Zoetmulder
1982, s.v. “pratibaddha”). Namun, Goris
(1954, 290) menyamakan arti pratibaddha
dengan pratibandha yang berarti ‘rintangan’
atau ‘halangan’ (cf. Granoka et al. 1985, s.v.
“pratibaddha”, “pratibandha”). Jika meninjau
dari konteks penyebutannya dalam prasasti,
penafsiran Zoetmulder lebih tepat dibandingkan
dengan penafsiran Goris. Astra (2002, 129)
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kemudian mengartikan makasupratibaddha
menjadi ‘sebagai suatu kesatuan ikatan’,
‘lengkap’, ‘semua’, atau ‘paripurna’ sehingga
istilah samohanda senapati di panglapuan ...
(maka)supratibaddha dapat diartikan sebagai
‘sidang beliau (para) senapati di panglapuan
(tempat dinyatakannya anugerah raja)
yang lengkap”. Beberapa variasi lain dalam
penyebutan istilah tersebut adalah samohanda
sendpati ser nayaka di pasamaksa palapknan
makasupratibaddha, dan sendpati ser nayaka
ring pasamaksa palapknan makabehan (Astra
1997, 223). Adapun, pasamaksa diduga berasal
dari kata sam dan aksa yang dapat diartikan
sebagai ‘kesamaan pandangan’, sedangkan
palapknan diduga berasal dari kata dasar alap
yang berarti ‘mengambil’ sehingga palapknan
dapat bermakna ‘mengambil suatu keputusan®.
Sementara itu, makabehan berarti ‘semua’
(Astra 2002, 129-130; Zoetmulder 1982, s.v.
“aksa”, “alap”, “kabeh”). Meskipun istilah-
istilah yang mengindikasikan adanya suatu
lembaga pemerintahan tingkat pusat tersebut
belum muncul hingga akhir masa pemerintahan
Raja Ugrasena, terdapat petunjuk bahwa
pucuk pemerintahan atau raja telah dibantu
oleh sejumlah pejabat tinggi yang biasanya
disebutkan di awal prasasti, antara lain sarbwa,
dinganga, nayakan makarun, dan marnuratang
ajna (Goris 1954, 53-72; Astra 2002, 128).
Dalam  perkembangannya, indikasi
keberadaan lembaga pemerintahan tingkat
pusat kerajaan Bali kuno terlihat lebih jelas
dan baku pada awal abad ke-11 Masehi ketika
mulai digunakannya istilah pakirakiran i jro
makabehan yang muncul dalam Prasasti Batur
Pura Abang A yang dikeluarkan oleh Raja
Udayana pada tahun 933 Saka (1011 Masehi)
(Astra 2002, 131; Goris 1954, 88-94). Kata
pakirakiranberasaldarikatakirakirayangberarti
‘ide’, ‘upaya’, atau ‘akal’ (Zoetmulder 1982,
s.v. “kira”). Dalam konteks ini, kata tersebut
dapat bermakna ‘menemukan upaya atau cara
untuk memecahkan masalah’ (Astra 2002, 130).
Adapun, kata i jro diartikan sebagai ‘di dalam’
(Zoetmulder 1982, s.v. “jro”), sehingga dapat
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diartikan sebagai ‘lingkungan dalam istana atau
kerajaan’. Oleh karena itu, istilah pakirakiran i
jro makabehan dapat dimaknai sebagai majelis
permusyawaratan paripurna kerajaan (Astra
1997, 222). Penyebutan pakirakiran i jro
makabehan biasanya diikuti oleh nama-nama
jabatan yang ada di dalam lembaga tersebut.
Beberapa jabatan yang sering muncul atau
paling umum ditemukan dalam pakirakiran i
jro makabehan, antara lain adalah kelompok
senapati, kelompok samgat, serta kelompok
pendeta (mpungku) Siwa dan Buddha (Astra
2009, 124; Ardika et al. 2013, 141).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
prasasti-prasasti yang dikeluarkan hingga masa
pemerintahan Raja Ugrasena tidak memuat
nama lembaga pemerintahan tingkat pusat.
Kondisi demikian terlihat juga di Prasasti
Babahan kelompok 1. Selain penyebutan raja
sebagai pucuk pemerintahan, Prasasti Babahan
kelompok I bahkan tidak menyebutkan jabatan
lain yang secara kontekstual dapat dikaitkan
dengan birokrasi pemerintahan. Hal berbeda
tampak dari Prasasti Babahan kelompok II yang
dikeluarkan oleh Raja Walaprabhu. Gambaran
mengenai  birokrasi pemerintahan terlihat
lebih jelas dalam prasasti ini dengan adanya
penyebutan pakirakiran i jro makabehan di
lempeng 4a (1-2) dan 4b (2) yang terdiri dari
kelompok senapati, samgat, serta pendeta
Siwa dan Buddha (mpurku sewasogata).
Lempeng 4b dan 5a bahkan memberikan
rincian lebih detail mengenai ketiga kelompok
jabatan tersebut. Prasasti Babahan kelompok II
menyebutkan kelompok jabatan senapati yang
terdiri dari senapati dinana, senapati waranasi,
sendpati wrsantén, senapati marnirinin, dan
sendapati kuturan. Secara harfiah, senapati
berarti panglima perang atau pemimpin tentara
(Zoetmulder 1982, s.v. “senapati”’). Menurut
Goris (dalam Sumadio 1993, 316), jabatan
sendapati dapat dibandingkan dengan jabatan
punggawa pada masa kerajaan Gelgel dan
Klungkung yang memiliki lembaga peradilan
sendiri, dan memiliki kekuasaan terhadap suatu
wilayah tertentu (cf. Astra 1997, 251).
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Setelah penyebutan kelompok jabatan
sendpati, lempeng 4b dan 5a kemudian
menyebutkan kelompok jabatan samgat yang
terdiri dari samgat lulwan, samgat manumbul,
i hulu, samgat manuratandjid i tnah, samgat
manuratand@jna i wuntat, samgat caksu
karanakranta, samgat  adhikaranapura,
samgat caksu karanapura, dan samgat pituha.
Menurut de Casparis (1956, 220), kata samgat
merupakan bentuk singkat dari sang pamgat.
Kata pamgat terbentuk dari kata dasar pgat
yang berarti ‘putus’ yang ditambah dengan
awalan pa-, sehingga secara harfiah, sang
pamgat atau samgat berarti ‘sang pemutus’
(Zoetmulder 1982, s.v. “p&gat”). Arti ‘sang
pemutus’ menunjukkan bahwa pejabat yang
menduduki jabatan samgat adalah tokoh yang
yang mabhir atau ahli dalam bidang tertentu
(Astra 1997, 269). Sepuluh jenis jabatan samgat
yang muncul dalam Prasasti Babahan kelompok
IT tersebut memiliki fungsi di bidang-bidang
nonkeagamaan. Selain itu, terdapat juga jabatan
samgat lain yang diduga lebih berperan di
dalam bidang-bidang keagamaan, yaitu samgat
Jjuru wadwa dan samgat mangireniren wandami
(Astra 1997, 269-270; 2002, 132-133). Kedua
jenis jabatan samgat tersebut biasanya dipegang
oleh para pemuka agama sehingga pembahasan
lebih rinci akan dimasukkan dalam pranata
religi.

Selain kelompok senapati dan samgat,
terdapat juga penyebutan kelompok mpurku
sewasogata atau kelompok pendeta Siwa dan
Buddha yang termasuk dalam pakirakiran
i jro makabehan. Pada masa kerajaan Bali
kuno, kelompok pemuka agama memiliki
peran penting dalam pemerintahan, dan
tidak semata-mata hanya mengurus bidang
keagamaan saja. Keterlibatan para pemuka
agama ini dalam menjalankan pemerintahan
dapat dipahami karena sebagai sastrawan, para
pendeta bukan saja ahli dalam sastra-sastra
keagamaan, tetapi juga dalam sastra-sastra
bidang ketatanegaraan, politik pemerintahan,
astronomi, dan sebagainya. Beberapa prasasti

Bali kuno ada yang menyebutkan nama-nama
karya sastra yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan pemerintahan. Dalam prasasti-
prasasti Raja JayaSakti dan Ragajaya, nama-
nama kitab yang muncul adalah (1) Uttara
Widhi Balawan, (2) Rajawacana, dan (3)
Agama. Sementara itu, beberapa prasasti yang
dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja
Jayapangus menyebutkan nama-nama kitab (1)
Manawasasanadharmaatau Manawakamandaka
atau Manawakamandakadharmasasana, (2)
Dasasila, (3) Paficasiksa, dan (4) Smrtti.
Meskipun para pemuka agama tersebut
memiliki pengetahuan di dalam ilmu-ilmu
pemerintahan, fungsi mereka lebih cenderung
ke fungsi legislatif, bukan eksekutif (Astra
1997, 181; 2002, 134). Pembahasan peran
kelompok mpunku sewasogata yang lebih
rinci akan dilakukan di bagian pranata religi.
Perincian kelompok pendeta Siwa dan Buddha
yang tergabung dalam kelompok mpunku
sewasogata ini terdapat di lempeng 4b dan 5a
pada Prasasti Babahan kelompok II.

Pada masa kerajaan Bali kuno, pengaruh
India tidak hanya meresap dalam bidang
keagamaan, tetapi juga dalam bidang-bidang
lain, seperti organisasi masyarakat, teknologi,
kesenian, kesusastraan, dan pendidikan (Astra
1997, 85). Salah satu pengaruh India yang
muncul dalam organisasi masyarakat adalah
penerapan tatanan sosial (social order) yang
menggolongkan masyarakat ke dalam empat
kelas dan dikenal dengan istilah catur warna.
Sebelum masa pemerintahan Raja Anak
Wungsu (971 sampai 999 Saka), sumber-
sumber prasasti tidak menyebutkan secara jelas
pembagian masyarakat yang terdiri atas empat
kelas tersebut, meskipun masyarakatnya telah
terbagi menjadi beberapa kelompok (Sumadio
1993, 327).

Penyebutan catur warpa ini muncul
dalam Prasasti Babahan kelompok II lempeng
5b (5) yang menyebutkan adanya kelompok
masyarakat brahmana, ksatriya, wesya, dan
sudra. Warna brahmana merupakan golongan
masyarakat yang terdiri dari para pemuka
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agama atau rohaniwan. Pada masa Bali
Kuno, kelompok yang termasuk ke dalamnya
adalah kelompok sewasogata atau sogata
mahaeswara. Warna ksatriya adalah golongan
masyarakat yang terdiri dari para pemimpin
atau pejabat pemerintahan dan pemimpin
militer. Pada masa Bali Kuno, golongan ini
umumnya terdiri dari para senapati dan samgat,
termasuk para pejabat tingkat daerah. Warna
wesya adalah golongan masyarakat yang terdiri
dari kaum pedagang, tukang, petani kaya, dan
kelompok lain yang bergerak di bidang niaga
serta memiliki kelebihan dari segi material.
Warna sudra adalah golongan masyarakat
yang bertugas sebagai pelaku utama dalam
pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh
ketiga warna sebelumnya (Wiguna 2009, 51).
Berdasarkan keterangan dari sejumlah
prasasti, hubungan antargolongan tersebut
dibatasi dalam hal-hal tertentu melalui berbagai
peraturan. Sebagai contoh, wanita dari golongan
Brahmana yang menjadi golongan tertinggi
dalam catur warna tidak boleh diperistri oleh
golongan lain. Larangan tersebut salah satunya
terdapat dalam cuplikan Prasasti Sukawana B
(1103 Saka) lempeng 3b (6) yang menyebutkan
“yan hana rwangnya sakaraman salah margga
hyun makastri babini brahmawangsa santana
hurijéeman juru kling manahura ya pamucuk”,
yang berarti ‘jika ada anggota se-karaman salah
jalan hendak memperistri wanita keturunan
brahmana, juru kling mereka membayar (denda)
pamucuk’ (Suarbhawa et al. 2013, 10, 24).
Selain dari keempat warna tersebut,
Prasasti Babahan  kelompok II  juga
menyebutkan golongan hAulun yang berarti
hamba atau budak (Zoetmulder 1982, s.v.
“hulun”). Astra (1997, 105) menduga bahwa
golongan Aulun merupakan kelompok di
luar catur warna karena terdapat petunjuk
dalam Prasasti Dawan (975 Saka) yang
mengindikasikan bahwa mereka dapat ditukar
atau dinilai dengan sejumlah uang sehingga
seperti semacam budak belian. Meskipun
sebagai budak, golongan Aulun ini tidak dapat
diperlakukan semena-mena. Hal tersebut
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tercermin dari beberapa prasasti Bali kuno yang
menyebutkan tentang aturan-aturan terkait
hutang-piutang. Dalam aturan-aturan tersebut,
terdapat uraian mengenai perlindungan hukum
bagi budak-budak yang berhutang, seperti
yang tercantum dalam Prasasti Kintamani D,
Kintamani E, Dausa Pura Bukit Indrakila AII
(938 Saka), Campetan (1071 Saka), Sukawati
A, dan Banjar Pucangan Pengotan (999
Saka). Prasasti Kintamani D dan Kintamani E
menyebutkan bahwa apabila terdapat budak
yang terlilit hutang dan mengungsi ke Desa
Kintamani, masyarakat desa wajib memberikan
perlindungan dan harus memperlakukan budak
tersebut secara manusiawi, tidak boleh disiksa,
dan dibunuh. Sementara itu, Prasasti Dausa Pura
Bukit Indrakila AIl dan Campetan menyebutkan
adanya larangan untuk melipatgandakan pokok
hutang. Selain itu, hutang budak tersebut
tidak berlaku surut, dan bebas dari biaya
administrasi. Prasasti Sukawati A dan Banjar
Pucangan Pengotan menyebutkan bahwa orang
yang dijadikan budak karena tidak mampu
membayar hutang, harus dibebaskan sebagai
budak apabila orang tersebut atau keluarganya
melunasi pokok hutangnya (Suarbhawa 2001,
73-74)

Pranata Agama

Pranata agama yang dibahas pada
penelitian ini dikhususkan pada pranata agama
Hindu dan Buddha yang berkembang pada
masa kerajaan Bali kuno. Salah satu bukti
tertulis paling awal mengenai perkembangan
agama Buddha adalah prasasti-prasasti
berbahasa Sanskerta pada tablet-tablet tanah
liat yang semula tersimpan di dalam stupika-
stupika di Pejeng. Prasasti itu berupa mantra-
mantra agama Buddha atau dikenal dengan
istilah ye-te-mantra. Berdasarkan perbandingan
tipe aksaranya, mantra tersebut diperkirakan
berasal dari periode yang sama dengan
mantra sejenis yang ada di atas pintu Candi
Kalasan yang berasal dari abad ke-8 Masehi.
Sementara itu, bukti tertulis paling awal
terhadap perkembangan agama Hindu berasal
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dari fragmen-fragmen prasasti yang ditemukan
di Desa Pejeng yang berbahasa Sanskerta dan
menggunakan aksara Bali kuno. Bagian-bagian
yang masih terbaca menyebutkan antara lain,
manusasana, mantramargga, Siwasiddhanta,
dan sakalabhuwanakrt. Penyebutan tersebut
memberikan petunjuk bahwa isi prasasti itu
bersifat keagamaan, yaitu Hindu Siwa. Fragmen
tersebut tidak mencantumkan angka tahun, tetapi
melalui perbandingan tipe aksaranya dengan
tipe aksara pada prasasti-prasasti di Jawa,
aksara pada fragmen prasasti di Desa Pejeng itu
di antaranya ada yang diperkirakan berasal dari
permulaan abad ke-9 Masehi (Astra 1997, 51-
52). Adapun, bukti tertua yang mencantumkan
angka tahun berasal dari Prasasti Sukawana A
I yang berangka tahun 804 Saka (882 Masehi)
yang di dalamnya terdapat penyebutan pemuka
agama bhiksu Siwakangsi, Siwanirmmala, dan
Siwaprajiia (Goris 1954, 53).

Penyebutan pemuka agama bhiksu ini
muncul pada lempeng 1b (2) Prasasti Babahan
kelompok I yang digunakan untuk menyebutkan
golongan pendeta (Sumadio 1993, 320). Selain
itu, sambandha atau alasan dikeluarkannya
prasasti yang menetapkan daerah pertapaan di
Ptung dan sekitarnya sebagai daerah perdikan
menunjukkan bahwa raja memiliki perhatian
tinggi terhadap kehidupan beragama. Kemudian
pada lempeng 1b (5), terdapat penyebutan
nama-nama, seperti wihara, §$Tma, $ala, silugluy,
kaklunan, panulumbigyan, péndém, prataya,
dan aluki yang diperkirakan merujuk pada
bangunan atau tempat suci keagamaan (Ardika
et al. 2013, 227-228). Gambaran lebih lengkap
terhadap pranata religi terlihat dalam Prasasti
Babahan kelompok II yang menyebutkan
adanya kelompok mpunku sewasogata yang
termasuk ke dalam pakirakiran i jro makabehan
pada lempeng 4b (2-6) dan 5a (1-2). Kelompok
ini merupakan wakil dari pemuka agama Siwa
dan Buddha, dan mulai muncul dalam Prasasti
Serai AIl (915 Saka atau 993 Masehi) yang
dikeluarkan oleh Gunapriyadharmapatni dan
Udayana (Parwati 1990, 40-41; Goris 1954, 80-
83). Dalam prasasti, golongan pendeta agama

Siwa biasanya memakai gelar dangdcaryya,
sedangkan golongan pendeta agama Buddha
memakai gelar dangupadhydaya (Sumadio 1993,
321). Seperti yang dijelaskan sebelumnya,
kelompok mpunku sewasogata termasuk ke
dalam pakirakiran i jro makabehan sehingga
mereka termasuk ke dalam bagian dari
lembaga pemerintahan tingkat pusat. Dalam
Prasasti Babahan kelompok II, kelompok
pendeta agama Siwa (kasaiwan) terdiri
dari mpunkwiy kanyd, mpunkwiy banutiga,
mpunkwiny pasabhan, mpunku makarun, dan
samgat juru wadwa, sedangkan dari kelompok
pendeta agama Buddha (kasogatan) terdiri
dari mpunkwiny kadhikaran, mpunkwin nalija,
mpunkwiny bajrasikara, mpunkwiny siuryyawasa,
dan samgat manireniren wandami. Kata
mpunkwin merupakan bentuk singkat dari
frasa mpunku iy yang berarti ‘mpunku di’,
sehingga kata yang mengikuti kata mpunkwiy
menunjukkan nama lokasi, seperti Kanya,
Bafiutiga, Pasabhan, Kadhikaran, Nalfja,
Bajrasikara, dan Siiryyawasa. Hal tersebut
menunjukkan bahwa dalam keadaan sehari-hari,
pendeta yang bersangkutan berkedudukan dan
memberikan pelayanan keagamaan di daerah
tertentu. Namun dalam kapasitasnya sebagai
bagian dari pakirakiran i jro makabehan,
mereka berfungsi sebagai pejabat tingkat
pusat (Astra 2002, 131-132). Istilah mpurnku
merupakan sebuah sebutan kehormatan yang
secara harfiah berarti ‘yang melindungiku’
atau ‘yang menjagaku’. Penggunaan istilah
tersebut bagi para pendeta Siwa dan Buddha
menunjukkan bahwa kedudukan pemuka
agama pada masa Bali Kuno sangat dihormati
(Astra 2002, 134). Selain mpurnku, terdapat
juga penyebutan samgat juru wadwa dari
kelompok pendeta agama Siwa dan samgat
manireniren wandami dari kelompok pendeta
agama Buddha. Penyebutan ini menunjukkan
bahwa jabatan samgat tidak hanya berfungsi
di bidang-bidang nonkeagamaan, tetapi juga
terdapat jabatan samgat yang berfungsi di
bidang keagamaan. Kata wadwa memiliki
arti ‘pengikut dalam jumlah yang banyak’
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(Zoetmulder 1982, s.v. “wadwa”). Oleh karena
itu, samgat juru wadwa dapat diduga sebagai
jabatan yang tugasnya berkaitan dengan urusan
pengikut atau umat agama Siwa. Dalam bahasa
Sanskerta, wandami berarti ‘saya berbicara’
sehingga peran samgat manireniren wandami
kemungkinan diperkirakan memiliki kaitan
dengan peran juru bicara (Sumadio 1993, 323-
324).

Aspek lain yang perlu diperhatikan
dalam Prasasti Babahan kelompok II adalah
kutipan pada lempeng 4a (3-4) yang berbunyi
“paduka sri maharaja, wisnumurti saksat jagat
palaka  kuminki  sakaparipirnnakna  nikay
rat rinaksanira” yang berarti ‘Paduka Sri
Mabharaja, bagaikan penjelmaan Dewa Wisnu,
pelindung alam semesta yang peduli kepada
kesempurnaan dunia (negara) yang dipimpin
beliau’. Kutipan tersebut menggambarkan
konsep tentang gagasan kepemimpinan seorang
raja yang berkembang pada masa klasik Hindu-
Buddha. Menurut Heine-Geldern (1942, 22)
kerajaan-kerajaan kuno yang berkembang di
Asia Tenggara sangat terkait dengan konsep
kekuasaan raja yang bersumber dari kekuatan
adikodrati atau ilahi (divine kingship). Keilahian
seorang raja dapat dipahami melalui beberapa
cara, tergantung dari religi yang berkembang.
Dalam konsep agama Hindu, seorang raja
dapat dipahami sebagai penjelmaan dan/atau
keturunan dari dewa sehingga dapat menjadi
sumber legitimasi kekuasaan yang kuat bagi
seorang raja atau penguasa. Kutipan dalam
Prasasti Babahan tersebut menunjukkan
bahwa Raja Walaprabhu seperti penjelmaan
Dewa Wisnu di dunia yang berfungsi sebagai
pemelihara atau pelindung dunia beserta
seluruh isinya. Kendati demikian, penyebutan
Wisnumurti tersebut bukan berarti menunjukkan
bahwa Raja Walaprabhu merupakan penganut
sekte Waisnawa. Menurut Astra (1997, 125),
ungkapan tersebut hanya bertujuan untuk
memberikan gambaran bahwa raja yang
bersangkutan mempunyai sifat-sifat yang
dimiliki oleh Dewa Wisnu sehingga dirinya
berkewajiban melindungi serta memakmurkan
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negara dan rakyatnya. Penganalogian seorang
raja sebagai penjelmaan Dewa Wisnu tampak
juga pada masa pemerintahan Raja Anak
Wungsu, Saradhipa, dan Jayasakti yang
menyebutkan dirinya bagaikan Harimarti dan
Wisnumurti (Ardika et al. 2013, 221; Astra
1997, 97-98). Penganalogian serupa terjadi
juga pada kerajaan-kerajaan di Jawa kuno
yang penggunaannya setidaknya sudah sejak
akhir periode Mataram kuno, seperti yang
terdapat pada Prasasti Kuti (762 Saka atau 840
Masehi) yang tercermin dari penyebutan nama
Sri Maharaja St Lokapala Hariwang$otungga
dewanamarajabhiseka. Nama Wisnu kemudian
digunakan lagi pada masa Airlangga (saksat ...
Wisnumurti), dan sangat umum digunakan pada
masa Kadiri hingga Singhasari (Rahardjo 2011,
79; Damais 1990, 92-137).

Legitimasi seorang raja yang bersandar
pada kekuatan adikodrati ditunjukkan juga
melalui penyebutan Sapatha. Secara harfiah,
sapatha berarti ‘kutukan’ atau ‘sumpah’
(Zoetmulder 1982, s.v. “S8apatha”). Sebagai
salah satu unsur dalam prasasti, sapatha berisi
seruan kepada para dewa, roh nenek moyang,
dan segala kekuatan alam untuk menjadi saksi
atas isi prasasti dan/atau juga untuk memberikan
perlindungan terhadap ketetapan isi prasasti
agar mereka memberikan hukuman kepada
orang yang berani melanggar ketetapan isi
prasasti (Maulana 1993, 127). Melalui sapatha,
kebijakan raja yang dilindungi oleh kekuatan
adikodrati tersebut memiliki legitimasi yang
kuat karena pemberian hukuman bagi siapapun
yang melanggarnya bukanlah dari raja, tetapi
dari kekuatan adikodrati itu sendiri.

Penyebutan sapatha ini terdapat di
Prasasti Babahan kelompok II lempeng 5a dan
5b. Adapun, penyebutan kekuatan adikodrati
yang melindungi ketetapan dalam prasasti
tersebut antara lain adalah sebagai berikut.
(1) Nama-nama dewa, seperti Bhatara Punta
Hyap, Hyanagasti (dalam prasasti Jawa kuno
disebut Agastimaharsi atau Agastya), dewa-
dewa catwarilokapala atau caturlokapala
(yaitu Yama, Baruna, Kuwera, dan Basawa),
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dewa-dewa paiicakusika (Prasasti Babahan
tidak menyebutkan dewa-dewa yang termasuk
di dalamnya, yaitu Kusika, Gargga, Metri,
Kurusya, dan Patafjala), Sadwinayaka
(penyebutan lain  Ganesa), Nagaraja
(berdasarkan kitab Vamana-Purana, tokoh ini
dapat dihubungkan dengan Bhairawa Nagaraja),
Durga (Sakti Dewa Siwa dalam wujud ugra),
Surendra (penyebutan lain Dewa Indra), dan
Kalamrtyu (dewa kematian). (2) Makhluk halus
atau makhluk setengah dewa, yaitu Yaksa,
Raksasa, Pisaca, Pretasura, Garuda, Gandarwa,
Graha, Kinnara, dan Mahoraga. (3) Raksasa
atau makhluk setengah dewa yang terkait
Dewa Siwa, yaitu Nandiswara dan Mahakala
(dua raksasa penjaga gerbang tempat tinggal
Siwa), serta Gana (kelompok pengiring Dewa
Siwa). Dalam sapatha, kekuatan adikodrati itu
disebutkan sebagai penguasa arah-arah mata
angin, gejala-gejala alam, dan segala unsur
yang ada di alam semesta. Unsur-unsur yang
disebutkan tersebut di antaranya adalah unsur
dari paricamahabhiita, yaitu tanah (ksiti), api
(hutd@sana), air (jala), angin (pawana), dan
ruang (akasa). Paricamahdbhiita merupakan 5
materi dasar alam semesta yang juga dianggap
sebagai 5 dari 8 materi dasar (asta miirti) Siwa,
yaitu jika ditambahkan dengan matahari (rawi),
bulan (sasi), dan yajamana (penyelenggara
upacara agama yang mewakili manusia)
(Sedyawati 1994, 144-148; Maulana 1993,
133-144; Yogaswara 2005, 33-38; Zoetmulder
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1982, s.v. “gana”, “kalamrtyu”, “surendra”).

KESIMPULAN

Prasasti Babahan terdiri dari dua
kelompok. Kelompok I terdiri dari lempeng 1b
yang dikeluarkan oleh Raja Ugrasena pada tahun
839 Saka (917 Masehi), sedangkan kelompok
II terdiri dari lempeng 4a, 4b, 5a, dan 5b yang
dikeluarkan oleh Raja Walaprabhu dan tidak
mencantumkan angka tahun. Prasasti Babahan
kelompok I menggunakan aksara dan bahasa
Balikuno, sedangkan kelompok Ilmenggunakan
aksara dan bahasa Jawa kuno. Kedua kelompok
Prasasti Babahan tersebut merupakan prasasti

yang tidak lengkap, dan berjenis prasasti
sima yang terkait dengan penetapan wilayah
di Ptung sebagai daerah perdikan. Pranata
sosial yang tampak dari Prasasti Babahan
kelompok I dan II adalah pranata politik dan
agama. Gambaran pranata politik pada Prasasti
Babahan kelompok I hanya berupa penyebutan
raja sebagai pucuk pemerintahan. Pranata
politik pada Prasasti Babahan kelompok II
terlihat melalui penyebutan istilah pakirakiran
i jro makabehan, yang terdiri dari kelompok
senapati, samgat, serta pendeta Siwa dan
Buddha. Prasasti Babahan kelompok II juga
memperlihatkan adanya tatanan sosial berupa
penggolongan masyarakat ke dalam empat
kelas yang dikenal dengan istilah catur warna,
yaitu brahmana, ksatriya, wesya, dan sudra.
Selain keempat warna tersebut, terdapat juga
golongan hulun yang merupakan kelompok
di lvar catur warna. Pranata agama dalam
Prasasti Babahan kelompok I ditunjukkan
melalui penyebutan pemuka agama bhiksu dan
bangunan atau tempat suci keagamaan. Selain
pertapaan di Ptung, penyebutan bangunan atau
tempat suci keagamaan yang lain adalah wihara,
Stma, $ala, silugluy, kaklunan, panulumbigyan,
péndém, prataya, dan aluki. Pranata agama pada
Prasasti Babahan kelompok II diperlihatkan
melalui penyebutan kelompok pendeta Siwa
dan Buddha (mpunku sewasogata). Kelompok
pendeta Siwa menggunakan gelar dangdcaryya,
sedangkan kelompok pendeta agama Buddha
menggunakan gelar dangupadhyaya. Selain itu,
terdapat juga penyebutan samgat juru wadwa
dari kelompok pendeta Siwa dan samgat
manireniren wandami dari kelompok pendeta
Buddha. Pranata agama juga ditunjukkan
melalui gagasan kepemimpinan yang dimiliki
oleh Raja Walaprabhu yang menyebutkan
dirinya bagaikan penjelmaan Dewa Wisnu.
Prasasti Babahan kelompok II juga terdapat
penyebutan sapatha. Penyebutan sapatha dan
penganalogian diri raja bagaikan penjelmaan
sosok dewa mencerminkan bentuk legitimasi
kekuasaan yang kuat bagi seorang raja.
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